SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah berbasis akrual agar lebih -efektif,
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab,
maka Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
terntang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta

Penyampaiannya;



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana

Bergulir pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015
tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa

Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015
tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang
Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas

Pemerintah Pusat;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati

Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 40), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Pati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 75);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Pati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2016 Nomor 75) pada Lampiran II Kebijakan Akuntansi
Akun huruf A. Kebijakan Akuntansi Aset angka 3. Aset Non
Lancar huruf b. Aset Tetap angka 3) Pengukuran Aset Tetap,
Penyusutan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penyusutan

a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode
Garis Lurus (straight line method), dimana manfaat aset
disusutkan dengan nilai yang sama selama masa manfaat

aset tersebut.

b) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir bulan.

c) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

d) Perhitungan beban penyusutan dilakukan dengan
memperhitungkan tarif beban penyusutan per bulan dalam

periode perhitungan.



e)

Rumus Dasar Perhitungan Beban Penyusutan, Sisa

Masa Manfaat dan Nilai Buku suatu Aset Tetap adalah

sebagai berikut :

(1) Beban Penyusutan

BP per bulan =

NP - NS

MM

BP =
NP =
NS

MM

Beban Penyusutan

Nilai Perolehan

Nilai Sisa yang diperhitungkan atas aset
tersebut pada akhir masa manfaat

Masa Manfaat aset tersebut dalam bulan

Dalam hal terjadi kapitalisasi, koreksi atau

penghapusan sebagian, rumus perhitungan Beban

Penyusutan per bulan menjadi :

BP per bulan =

(NBaw + NTK) - NS

SUaw + MMT

BP
NBaw

NTK

NS

SUaw

MMT

Beban Penyusutan

Nilai Buku aset tersebut pada Awal
Periode

Nilai Tambah Kurang terkait kapitalisasi,
koreksi atau penghapusan sebagian
dalam periode

Nilai Sisa yang diperhitungkan atas aset
tersebut pada akhir masa manfaat

Sisa Umur aset tersebut pada Awal
Periode

Masa Manfaat Tambahan terkait
kapitalisasi, koreksi atau penghapusan

sebagian dalam periode



(2)

(3)

(4)

Akumulasi Penyusutan

AKak = AKaw + (BP per bulan x MM)

AKak = Akumulasi Penyusutan  Akhir
tersebut

AKaw = Akumulasi Penyusutan Awal aset tersebut

BP = Beban Penyusutan per bulan

MM = Masa Manfaat yang diperhitungkan untuk

masing-masing Beban Penyusutan per

bulan dalam periode tersebut

Sisa Masa Manfaat (Sisa Umur)

SUak = SUaw + MMt - (NBLak - NBLaw)

SUak = Sisa Umur aset tersebut pada akhir
periode

SUaw = Sisa Umur aset tersebut pada awal
periode

MMt = Masa Manfaat Tambahan aset tersebut
akibat kapitalisasi

NBLak = Nilai Bulan dari tanggal akhir periode
penyusutan

NBLaw = Nilai Bulan dari tanggal awal periode
penyusutan

Nilai Buku

NBak = (NBaw + NTK) - AKak

NBak = Nilai Buku pada akhir suatu periode

NBaw = Nilai Buku aset tersebut pada Awal
Periode

NTK = Nilai Tambah Kurang terkait kapitalisasi,

koreksi atau penghapusan

dalam periode

AKak = Akumulasi Penyusutan Akhir

tersebut

Contoh perhitungan beban penyusutan adalah

sebagai berikut :

sebagian






Contoh Perhitungan Beban Penyusutan

Gedung kantor diperoleh tanggal 10 Maret 2005 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00

Tanggal 11 April 2006 terdapat koreksi kurang atas temuan BPK sebesar Rp 100.000.000,00
Tanggal 1 Juli 2017 terdapat penghapusan sebagian untuk nilai yang direnovasi sebesar Rp. 200.000.000,00
Tanggal 1 Desember 2017 terdapat renovasi bangunan dengan nilai Rp. 500.000.000,00

Masa .
Kode [Manfaat Masa Periode Periode Masa Beban Penyusutan Akumulasi Sisa
. Manfaat | Nilai Perolehan . Penyusutan | Akumulasi Awal yu . . Nilai Buku Akhir| Umur
Aset Asli Awal Akhir Penyusutan Dalam Periode Akhir .
(Bulan) Per bulan Akhir
(Bulan)
3.11.1.1 600 600| 1,000,000,000.00 | 3/10/2005| 4/11/2006 13| 1,666,666.67 0| 21,666,667.00 21,666,667.00 | 978,333,333.00 587
0 0| (100,000,000.00)| 4/11/2006 7/1/2017 135( 1,496,308.91 21,666,667.00 | 202,001,704.00 | 223,668,371.00 | 676,331,629.00 452
0 0l (200,000,000.00)| 7/1/2017| 12/1/2017 5| 1,053,831.04 223,668,371.00 5,269,155.00 | 228,937,526.00 | 471,062,474.00 447
200 153 500,000,000.00 | 12/1/2017(12/31/2017 1| 1,618,437.46 228,937,526.00 1,618,437.00 | 230,555,963.00 | 969,444,037.00 599
1,200,000,000.00 154

Masa manfaat melihat kebijakan akuntansi untuk masa manfaat awal atau masa manfaat tambahan terkait kapitalisasi.

Penghitungan masa penyusutan untuk akhir periode ditambah 1 saat akhir periode untuk memperhitungkan bulan akhir periode tersebut.

Total Beban Penyusutan 2017

Periode

Periode

1/1/2017 7/1/2017
7/1/2017 12/1/2017
12/1/2017 12/31/2017

Beban Penyusutan 2017
3/10/2005 4/11/2006
4/11/2006 1/1/2017

Akumulasi Penyusutan Awal

Akumulasi Penyusutan Akhir

= U1 O

1

N

13
129
142

1,496,308.91
1,053,831.04
1,618,437.46

1,666,666.67
1,496,308.91

8,977,853.00
5,269,155.00
1,618,437.00

15,865,445.00

21,666,667.00
193,023,850.00

214,690,517.00

230,555,962.00




f) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana

terlihat pada tabel di bawah ini :

Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)

13 ASET TETAP

132 Peralatan dan Mesin

13 ]2 |01 |Alat-Alat Besar Darat 10
1|13]2 |02 | Alat-Alat Besar Apung 8
1|3 |2 |03 | Alat-alat Bantu 8
1|3 |2 |04 | Alat Angkutan Darat Bermotor 8
1|3 |2 |05 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2
113]|2 |06 | Alat Angkut Apung Bermotor 10
1|13]2 |07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor 4
13 ]2 |08 | Alat Angkut Bermotor Udara 20
13 ]2 |09 | Alat Bengkel Bermesin 10
1|3 |2 |10 | Alat Bengkel Tak Bermesin 5
113]2 |11 | Alat Ukur 5
1|3]2 |12 | Alat Pengolahan 4
1|3 |2 |13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 4
13 |2 |14 | Alat Kantor 5
1|13]|2 |15 | Alat Rumah Tangga S
1|3|2 |16 | Komputer 4
13 |2 |17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
1|13]|2 |18 | Alat Studio 5
113 ]2 |19 | Alat Komunikasi S
1|3 |2 |20 | Peralatan Pemancar 10
1|13]2 |21 | Alat Kedokteran 5
1|3]2 |22 | Alat Kesehatan 5
1|3 |2 |23 | Unit-Unit Laboratorium 8




Masa

Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1|3 |2 |24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
1|3 ]2 |25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
1|3 |2 |26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15
1|3 |2 |27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10
11319 |28 Radi‘ation Aplication and Non Destructive 10
Testing Laboratory (BATAM)

113 ]2 |29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8
1|3 |2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
113 |2 |31 | Senjata Api 10
1|3 |2 |32 | Persenjataan Non Senjata Api 4
113 ]2 |33 | Amunisi 4
1|3 |2 |34 | Senjata Sinar 4
1|3 |2 |35 | Alat Keamanan dan Perlindungan S
1 3|3 Gedung dan Bangunan

1|3 |3 |01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja S0
1|3 |3 |02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal S0
1|3 |3 | 03 | Bangunan Menara 40
1|3 |3 | 04 | Bangunan Bersejarah 50
1|3 |3 |05 | Tugu Peringatan 50
1/3|3 |06 | Candi 50
1|3 |3 |07 | Monumen/Bangunan Bersejarah S0
1|13 |3 |08 | Tugu Peringatan Lain S0
1|3 |3 |09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti S0
1|3 |3 | 10 | Rambu-Rambu 50
13 |3 |11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50
1 3|4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1{3]4 |01 |Jalan 10
1/3]|4 |02 |Jembatan 50




Masa

Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1|3 |4 | 03 | Bangunan Air Irigasi S0
1|3 |4 | 04 | Bangunan Air Pasang Surut 50
1|3 |4 | 05 | Bangunan Air Rawa 25
1|3 |4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan 10
Penanggulangan Bencana Alam
1|3 |4 | 07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 30
Tanah
1|3 |4 | 08 | Bangunan Air Bersih/Baku 40
1|13 |4 |09 | Bangunan Air Kotor 40
1|/3|4 |10 | Bangunan Air 40
13 |4 |11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1|3 |4 |12 | Instalasi Air Kotor 30
1|3 |4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan 10
Non Organik
1|3 |4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1|3 |4 |15 | Instalasi Pembangkit Listrik 40
1|3 |4 |16 | Instalasi Gardu Listrik 40
1|13 |4 |17 | Instalasi Pertahanan 30
1|3|4 |18 | Instalasi Gas 30
1|3]|4 |19 | Instalasi Pengaman 20
1|3 |4 |20 |Jaringan Air Minum 30
1|3 |4 |21 |Jaringan Listrik 40
1|3 |4 |22 | Jaringan Telepon 20
13 |4 |23 | Jaringan Gas 30
1 3|5 Aset Tetap Lainnya
13 ]2 |08 | Aset Tetap Renovasi
a. Peralatan dan Mesin Renovasi 8
b. Gedung dan bangunan Renovasi 50
c. Jaringan, Irigasi dan Jaringan Renovasi 30




g)

h)

k)

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah,
aset tetap lainnya (kecuali aset tetap renovasi),

dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset
Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan
dengan Pihak Ketiga, Aset Idle dan Aset Tetap
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang

disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap
yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya

berupa :

(1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang
berdasarkan dokumen sumber yang sah dan
telah diusulkan kepada Pengelola Barang

untuk dilakukan penghapusannya; dan

(2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat
dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
untuk dilakukan

Pengelola Barang

penghapusan.

Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh
melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset

tetap tersebut.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena
adanya perbaikan terhadap aset tetap baik
berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel

berikut :

URAIAN

Persentase
Renovasi/Restorasi/
Overhaul dari Nilai
Perolehan (Diluar
Penyusutan)

Penambahan
Masa Manfaat
(Tahun)

JENIS

Peralatan dan Mesin

Alat-alat Besar Darat

Overhaul >0% s.d. 30%

>30% s.d 45%

>45% s.d 65%

N| g W|

>65%




Persentase
Renovasi/Restorasi/ | Penambahan
URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai | Masa Manfaat
Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Alat-alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
>65% 6
Alat-alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
>65% 6
Alat Angkutan Darat Overhaul >0% s.d. 25% 1
Bermotor
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% 4
Alat Angkutan Darat Tak Overhaul >0% s.d. 25% 0
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% 1
Alat Angkut Apung Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% 6
Alat Angkut Apung Tak Renovasi >0% s.d. 25% 1
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% 2
Alat Angkut Bermotor Udara Overhaul >0% s.d. 25% 3
>25% s.d 50% 6
>50% s.d 75% 9
>75% 12
Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% 4
Alat Bengkel Tak Bermesin Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% 1




Persentase
Renovasi/Restorasi/ | Penambahan
URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai | Masa Manfaat
Perolehan (Diluar (Tahun)

Penyusutan)

Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

WIN|N|

>75%

Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20%

>21% s.d 40%

>51% s.d 75%

N o N =

>75%

Alat Pemeliharaan Overhaul >0% s.d. 20% 1
Tanaman /Alat Penyimpan

>21% s.d 40% 2

>51% s.d 75%

9)]

>75%

N

Alat Kantor Overhaul >0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

WIN|—=| O

>75%

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

W N| —=| O

>75%

Komputer Overhaul >0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

NN —| —

>75%

Meja dan Kursi Kerja/Rapat Overhaul >0% s.d. 25% 0
Pejabat

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2

>75%

w

Alat Studio Overhaul >0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

WIN| —|

>75%

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

W N | —

>75%




Persentase
Renovasi/Restorasi/ | Penambahan
URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai | Masa Manfaat
Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% S
Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% 3
Alat Kesehatan Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% 3
Unit-Unit Laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% 4
Alat Peraga/Praktek Sekolah Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% S
>75% 5
Unit Alat laboratorium Kimia Overhaul >0% s.d. 25% 3
Nuklir
>25% s.d 50% S
>50% s.d 75% 7
>75% 8
Alat Laboratorium Fisika Overhaul >0% s.d. 25% 3
Nuklir/ Elektronika
>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% 8
Alat Proteksi Radiasi / Overhaul >0% s.d. 25% 2
Proteksi Lingkungan
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% S
>75% S
Radiation Application & Non Overhaul >0% s.d. 25% 2
Destructive Testing laboratory
(BATAM)
>25% s.d 50% 4




Persentase
Renovasi/Restorasi/ | Penambahan
URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai | Masa Manfaat
Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)
>50% s.d 75% S
>75% S
Alat laboratorium Lingkungan Overhaul >0% s.d. 25% 1
Hidup
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% 4
Peralatan Laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 3
Hidrodinamika
>25% s.d 50% S
>50% s.d 75% 7
>75% 8
Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% 4
Persenjataan Non Senjata Api Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% 1
Amunisi Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% 1
Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 0
>75% 2
Alat Keamanan dan Overhaul >0% s.d. 25% 1
Perlindungan
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% 2
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung Tempat Renovasi >0% s.d. 25% S
Kerja
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% 50




Persentase
Renovasi/Restorasi/ | Penambahan
URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai | Masa Manfaat
Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Bangunan Gedung Tempat Renovasi >0% s.d. 30% S
Tinggal
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
> 65% 20
Bangunan Menara Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
> 65% 20
Bangunan Bersejarah Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
> 65% 20
Tugu Peringatan Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Candi Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Monumen/Bangunan Renovasi >0% s.d. 30% S
Bersejarah
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Tugu Peringatan Lain Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Tugu Titik Kontrol/Pasti Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Rambu-Rambu Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% 4




Persentase
Renovasi/Restorasi/ | Penambahan
URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai | Masa Manfaat
Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Rambu-Rambu Lalu lintas Overhaul >0% s.d. 25% 1
Udara
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% 4
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 60% 5
>60% 10
Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d. 5% 2
>5% s.d 10% S
>0% s.d 20% 10
>20% 15
Bangunan Air Pasang Surut Renovasi >0% s.d. 5% 2
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
Bangunan Air Rawa Renovasi >0% s.d. 5% 1
>5% s.d 10% 3
>0% s.d 20% 5
>20% 7
Bangunan Pengaman Sungai Renovasi >0% s.d. 5% 1
dan Penanggulangan Bencana
Alam
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
>20% 7
Bangunan Pengembangan Renovasi >0% s.d. 5% 1
Sumber Air dan Air Tanah
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
>20% 7
Bangunan Air Bersih/Baku Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20




Persentase
Renovasi/Restorasi/ | Penambahan
URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai | Masa Manfaat
Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Bangunan Air Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Instalasi Air Minum/Air Bersih| Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
>65% 13
Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
> 65% 13
Instalasi Pengelolahan Renovasi >0% s.d. 30% 1
Sampah Organik dan Non
Organik
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% S
>65% 7
Instalasi Pengolahan Bahan Renovasi >0% s.d. 30% 1
Bangunan
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% S
>65% 7
Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Instalasi Gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
>65% 7




Persentase
Renovasi/Restorasi/ | Penambahan
URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai | Masa Manfaat
Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Instalasi Gas Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
>65% )
Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
>65% 13
Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% S
>45% s.d 65% 10
>65% 12
Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
>65% 12
>75% S
ASET TETAP RENOVASI
Peralatan dan Mesin Renovasi Overhaul >0% s.d. 100% 2
Gedung dan bangunan Renovasi >0% s.d. 30% S
Renovasi
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20
Jaringan, Irigasi dan Jaringan | Renovasi/ >0% s.d.100% S
Renovasi Overhaul




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.
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